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KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 tanggal 17 April 2008)

. MENTERI KEUANGAN,

Menimbang: - o

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007, periu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Komite Petigawas Perpajakan;

Mengingat:

1. Undang-Undarg Nomor 6 Tahun 1983 (BN No. 3994

- pal. 1B-208 dst) tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 Nomor 49, TLN RI

Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

.- (BN No. 7544 hal. 1B-148 dst) (LN RI Tahun 2007

Nomor 85, TLN‘RI Nomo# 4740); ‘ '

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN No.
7296 hal. 1B), '

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: : : :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KOMITE

PENGAWAS PERPAJAKAN.

Pasal 1

~ (1) Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non srruktural

yang bertugas membantu Menteti Keuangan dan bersifat
mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Instansi Perpajakan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
semua kegiatan pengamatan, pengumpulan informasi, dan
penerimaan pengaduan masyarakat. ' S

(3) Instansi Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi instansi yang berwenang melakukan pemungutan
pajak berdasarkan undang-undang, baik instansi pada
pemerintah pusat maupun instansi pada pemerintah
daerah. .

(4)Dalam melaksanakan tugas Pengawasan schagaimana

dimaksud pada ayat (1), Komite Pengawas Perpajakan juga

melakukan pengkajian dan memberikan saran danfatau
masukan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas
Instansi Perpajakan. :

{5) Komite Pengawas Perpajakan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan. :

‘ Pasal 2 :
(1) Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh seorang Ketua
dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.

(2)Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas

Perpajakan ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan. )

~
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(3)Komite Pengawas Perpajakan terdiri dari Inspelctur Jenderal
Departemen Keuangan sebagai anggota tetap, ditambah
4 {(empat) orang anggota lain yang sekurang-kurangnya 2

. (dua) orang bukan berasal dari pegawai negert:

(4) Anggota Komite Pengawas Perpajakan selain Inspektur
Jenderal Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditunjuk untuk jangka waktu 3 (tiga) @hun
dan tidak dapat ditunjuk kembali.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas Pengawasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Komite Pengawas
_ Perpajakan berwenang:

a. menampung masukan dan/atau pengaduan masyarakat
atau pihak lain tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan tugas Instansi Perpajakan serta
‘menetapkan prioritas yang memerlukan proses lebih
lanjut;

b. meminta informasi secara tertulis kepada pihak-pihak
terkait selain Instansi Perpajakan dalam rangka klarifikasi.
mengenai masukan dan/atau pengaduan masyarakat
atau pihak lain sebagaimana dirmaksud pada huruf &;

c. meminta keterangan kepada petugas Instansi
Perpajakan sehubungan dengan masukan dan/atau
pengaduan masyarakat atau pihak lain dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; :

d. memberi. rekomendasi dan/atau saran kepada Menteri
Keuangan untuk perbaikan pelaksanaan tugas Instansi
Perpajakan. ‘

(2) Dalam melaksanakan tugas melakukan pengkajian dan
mermberikan saran dan/atau masukan yang diperiukan dalam
petaksanaan tugas Instansi Perpajakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Komite Pengawas -
Perpajakan berwenang:

a. meminta keterangan kepada pihak terkait tentang
prosedur, sistem, ¢an kebijakan di bidang perpajakan;

b. mengkaji masukan dari pihak fain mengenal prosedur,
sistem, dan kebijakan di bidang perpajakan;

¢. menghimpun masukan dari masyarakat atau pihak lain
dan mengkaii ketentuan dan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan perpajakan; -

d. memberi rekomendasi atau saran-untuk perbaikan dan

" penyempurnaan terhadap prosedur, sistern, ketentuan
peraturan perundang-undangan,' dan kebijakan di
bidang perpajakan. '
C Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Komite Pengawas Perpajakan wajib:

a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

+b. menjaga kerahasian keterangan yang diperoleh dalam

rangka palaksanaan tugas dan wewenangnya.

Pasal Sewesis:



Pasal 5
Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya,
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pengawas
Perpajakan wajib mengangkat sumpah atau janji sesuai dengan
agama dan keyakinan masing-masing.

“-Pasal 6 B

(1) Komite pengawas Perpajakan dibantu oleh suatu Skretariat
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang ditetapkan
dengan Keputusan Menterl Keuangan.

(2) Komite Pengawas Perpajakan dapat membentuk Tim Kerja

. sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan

Keputusan Ketua Komite Pengawas Perpajakan.

(3)Dalam rangka menjalankan tugasnya, Komite Pengawas
Perpajakan menyusun tata cara pengawasan dan
pengkajian. S .

(4)Anggaran dalam-rangka pembentukan Tim Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan
persetujuan dari Menteri Keuangan.

2B

. Pasal 7
Segala biaya' yang timbul dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan ini dibebankan -pada Anggaran
Departemen Keuangan.

Pasal 8
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung
sejak tanggal. 1 Januari 2008.
. Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan

. pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

(F)

PENETAPAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH |
- TAHUN ANGGARAN 2008 h
(Peraturan Menteri Keuangan No. 56/PMK.07/2008, tanggal 22 April 2008)

X MENTERI KEUANGAN,
Menimbang :

Bahwa dalam rangka penetapan Alokasi Dana Otonomi
Khusus Provinsi Aceh yang telah dialokasikan dalam Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, perlu menetapkan
Peraturan Menteri. Keuangan tentang Penetapan Alokasi Dana
Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : : '

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (BN No. 7194
hal. 9B-128B dst) tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat-dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun
2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (BN No. 7398
hal. 11B-128 dst) tentang Pemerintahan Aceh (LN RI
Tahun 2006 Nomor 62, TLN RI Nomor 4633);
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran
"Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
(LN RI Tahun 2007 Nomor, 133, TLN RI Nomor 4778);
Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (BN No.
7296 hal. 1B); ‘

. Peraturan Menteri Keuangan Nemor 04/PMK.07/2008

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
Transfer ke Daerah,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ' :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN
ANGGARAN 2008. |

~ Pasal 1
Dana Otonomi- Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran
2008 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Keuangan ini adalah bagian dari-Dana Otonomi Khusus dan
Penyesuaian dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2008. '
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: Pasal 2 )
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran

. 2008 digunakan untuk membantu daerah dalam rangka membiayai

pembangunan terutama_pembangunan dan pemeliharaan
infrastruktur, pemberdayaan®ekonomi rakyat, pengentasan
kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Pasal 3 :

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2008 ditetapkan sebesar Rp3.590.142.897.000,00
(tiga triliun lima ratus sembilan puiuh miliar seratus empat puluh
dua juta delapan ratus sembilan puiuh tujuh ribu rupiah).

Pasal 4
Penggunaan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi-Aceh Tahun
Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan
dengan Qanun Aceh.- :

Pasal 5
. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran
2008 mefupakan bagian dari pendapatan daerah dan
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahon Anggaran 2008 masing-masing daerah. provinsi,
kabupaten, dan kota penerima dana. ’

Pasal 6
Tata cara penyaluran Transfer Dana Otonomi Khusus
Aceh diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

) _ Pasal 7
Peraturan Menter Keuangan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung

- mulai tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

_pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan

penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di jakarta
pada tanggal 22 April 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd.

SRI MULYANI INDRAWAT]
(v)






